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Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi program nasional pemberdayaan
masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan
Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondis obyek
yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan
secara induktif. Narasumber terdiri dari para pelaku PNPM mandiri pedesaan di
tingkat desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yaitu
rangkaian proses pengumpulan data, reduks data, penyajian data dan menarik
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementass PNPM mandiri
pedesaan di Desa Kota Bangun llir terdiri dari lima tahapan yaitu tahap
penggalian gagasan tingkat dusun, tahap pembuatan proposal, tahap pembuatan
dokumen perencanaan, tahap pembentukan tim pemelihara dan tahap pembuatan
laporan pertanggungjawaban. Faktor pendukung kegiatan PNPM mandiri
pedesaan selama ini diantaranya partisipas masyarakat, lokas tempat realisas
kegiatan, proses sosialisasi dan peningkatan kapasitas dari para pelaku PNPM
mandiri pedesaan. Sementara faktor penghambat kegiatan PNPM mandiri
pedesaan selama ini diantaranya pengadaan bahan/material untuk program
pembangunan melalui proses lelang, belum optimalnya masyarakat
mengembangkan potensi wilayah, serta penentuan usulan prioritas desa.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Diantara permasalahan utama pembangunan Indondalahamasalah
kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomofalfin 2009 Tentang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa kemaski merupakan
permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukagkaltalangkah
penanganan dan pendekatan yang sistematik, tempacumenyeluruh, dalam
rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dem@a Negara secara
layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupanbermartabat.
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Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (4¢bdtkan
bahwasanya “fakir miskin dan anak-anak terlantgrelthara oleh Negara”.
Dengan kata lain, Negara bertanggung jawab untuknethieara fakir miskin
guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kesrzem.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kkeimes dan
penciptaan lapangan kerja, sesuai dengan apa yamgmhtkan dalam Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Maiskin, yakni
diperlukan kebijakan pembangunan nasional yangiliegtppada fakir miskin
melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkdEmjuyang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat d&entuk kebijakan,
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingaty $ssilitasi untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pemerintah mm&aputusan Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku &eflim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan No:25/KEP/MENKO/KESRA/RO07 Tentang
Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan MasydRIKPM Mandiri),
menjadi tanda awal peluncuran PNPM Mandiri mulauta2007 dan diharapkan
dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setalaingga tahun 2015.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanismepaya
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsuyanasat, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan damasevaMelalui proses
pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kelman masyarakat, terutama
masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan seainggreka bukan sebagai
obyek melainkan sebagai subyek upaya penangguldmegaiskinan.

Dari observasi yang peneliti lakukan pada UPK (URiengelola
Kegiatan) PNPM Mandiri Kecamatan Kota Bangun, pénehenemukan
masalah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaanteiam berjalan selama
kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Masalahnya amtain, kegiatan para pelaku
PNPM Mandiri Pedesaan yang belum efektif yang d@dibklhn oleh beberapa
faktor seperti partisipasi masyarakat yang masitarg meskipun Sumberdaya
Manusia (SDM) sudah memadai, atau justru sebalikpgriisipasi masyarakat
yang sudah baik namun terkendala Sumberdaya Mari88&1) yang masih
kurang. Selain itu juga pemahaman masyarakat tgmtekanisme dan prosedur
program dari PNPM Mandiri Pedesaan itu sendiri yaagih belum optimal.

Kemudian untuk keadaan di lapangan, beberapa pelahasn masyarakat
miskin di Desa Kota Bangun llir yang peneliti terankdalam dokumen Proposal
Usulan Kegiatan Desa Program Nasional Pemberdayteyarakat-Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP) Nomor: 113/06/16.2006/VI/204Rgy disahkan oleh
Kepala Desa Kota Bangun llir bersama Ketua TPK Diésta Bangun llir
diantaranya:

1. Sebelum masa penanaman dan sampai masa panen,rakasya

miskin sangat sulit melakukan kegiatan yang diskdabsulitnya
jalan menuju sawah. Sehingga terjadi keterlambpégranaman yang
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berakibat kurangnya kualitas masa panen dan dsa@tn petani
sangat kesulitan untuk membawa hasil panen.

2. Lahan yang cukup luas namun belum dapat diolahraenaksimal
oleh masyarakat.

3. Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.

4. Masih minimnya sumberdaya manusia yang ada di desa.

Kerangka Dasar Teori
I mplementasi Kebijakan

Wahab (2008:64) mendefinisikan bahwa implement&sbijakan
merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan Kegbijgoiasanya dalam
Undang Undang, Peraturan Pemerintah, KeputusamiReraPerintah Eksekutif
atau Dekrit Presiden). Sementara menurut lwan Nwgaan Rokhmin Dahuri
(2004:18-19), untuk mengimplementasikan kebijakapatl digunakan suatu
pendekatan dari bawah ke atas dfaitom up yaitu pendekatan yang melihat dari
sudut pandang seseorang yang timbul karena presesganaan dari bawah ke
atas yang dimulai dari mengenali kebutuhan ditihgkasyarakat secara langsung
yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dasapgiak dari kegiatan
pembangunan yang direncanakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapdtudiatau dilihat dari
proses dan pencapaian tujuan hasil akbutp(t), yaitu: tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jaulerbeda dengan apa yang
diutarakan oleh Merille Grindle (dalam Agustino,0BAL39) yaitu pengukuran
keberhasilan implementasi dapat dilihat dari pnogasdengan mempertanyakan
apakah pelaksanaan program sesuai dengan yangdigtaltukan yaituaction
program darindividual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut
tercapai.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkahwa proses
implementasi kebijakan publik itu sesungguhnya kiideanya mengarah pada
suatu tindakan-tindakan atau perilaku badan-badamirgstratif yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program dammbatkan ketaatan pada
diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkumgan kekuatan-kekuatan
politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau ktideangsung dapat
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang tdrlité@n yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkéended) maupun yang
tidak diharapkannegative effects).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyardkatitama di
pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkapkaduktivitas,
memberikan kesempatan usaha yang sama atau mendeai saja, tetapi harus
diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekunmasyarakat, mendukung
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berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkzgean, produktivitas dan
efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumberdaya

2. Akses terhadap teknologi

3. Akses terhadap pasar

4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah prmestujuan.
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaistakegntuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalanyarakat, termasuk
individu-individu yang mengalami masalah kemiskin&ebagai tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasilinygingdicapai oleh sebuah
perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdayamilikie kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memestultuhan hidupnya
baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosiglesé memiliki kepercayaan
diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mategharian, berpartisipasi
dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakugas-tugas
kehidupannya.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangdeprevation) terhadap
sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang beamgarp sandang, papan,
pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dadgegori miskin, hidupnya
serba kekurangan (Sunyoto Usman, 2006).

Selanjutnya, menurut Sunyoto Usman (2006) palohaktada tiga macam
konsep kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut, kemesk relatif dan kemiskinan
subyektif. Konsep kemiskinan absolut dirumuskan gden membuat ukuran
tertentu yang konkreta(fixed yardstick). Konsep kemiskinan relatif dirumuskan
berdasarkarthe idea of relative standard, yaitu dengan memperhatikan dimensi
tempat dan waktu. Sedangkan konsep kemiskinan ktibydirumuskan
berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendnsé&p ini tidak mengenal
fixed yardstick, dan tidak memperhitungkabne idea of relative standard.

Berdasarkan klasifikasi kesejahteraan sosial nakga dalam dokumen
Proposal Usulan Kegiatan Desa Program Nasional bPetayaan Masyarakat-
Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Nomor: 113/06/16.200@042 yang disahkan
oleh Kepala Desa Kota Bangun Ilir bersama Ketua Tr¥Sa Kota Bangun llir,
analisa mengenai permasalahan kemiskinan diantrany

1. Indikator/ciri-ciri masyarakat tidak miskin ialah:

a. Penghasilan di atas 1 juta/bulan
b. Makan 3 kali sehari
c. Memiliki rumah
d. Memiliki kendaraan lengkap
e. Memiliki pekerjaan tetap
2. Indikator/ciri-ciri masyarakat miskin ialah:
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a. Penghasilan kurang dari 1 juta/bulan dan di at@sild@bulan
b. Makan kurang dari 3 kali sehari
c. Memiliki rumah/menyewa rumah
d. Atap rumah terbuat dari daun rumbia
e. Dinding rumah mudah jabuk (lapuk)
f. Tidak mempunyai kendaraan
g. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Indikator/ciri-ciri masyarakat sangat miskin ialah:
a. Penghasilan tidak menentu
b. Pekerjaan tidak tetap
c. Tidak memiliki rumah
d. Makan hanya 1 kali dalam sehari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulankgamiskinan
terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakatdaddekan Keputusan
Menko Kesra selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggdan Kemiskinan
No:25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 pengertian yang tarldung mengenai
PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujudakgka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaanaprgyogram
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaaryarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dangembangan
sistem serta mekanisme dan prosedur program, peayed
pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendgaaigrsa
dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangariskinan
yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk me@ipta
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secaraidadimaupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoat&aitteipaya
peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahnnya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatag lyasar dari
perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak amemberikan
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagaiyaasg dicapai.

Berdasarkan dokumen Petunjuk Teknis OperasionalOJPPNPM

Mandiri Pedesaan (Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pe@eg yang dikeluarkan
oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesiangulingkup kegiatan
PNPM Mandiri Pedesaan diantaranya:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasaranaasdesmar yang
dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun gapgkjang
secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau runmegjgsamiskin.

2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan peadidécmasuk
kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan nedsytar

434



e-Journal IlImu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2013: 430-445

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelémpasaha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitangan
produksi berbasis sumberdaya lokal.

4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelo@podmpuan
(SPP).

Lebih lanjut, dalam dokumen Petunjuk Teknis Operzai (PTO) PNPM
Mandiri Pedesaan (Tim Koordinasi PNPM Mandiri Peded yang dikeluarkan
oleh Departemen Dalam Negeri, ada beberapa peldRMAMandiri Pedesaan di
tingkat desa yakni diantaranya :

Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tim Penulis Usulan (TPU)

Tim Pemantau

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri yang dikkdramelalui
Keputusan Menko KesrBlO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007, pengelolaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Manddiritelari persiapan dan
sosialisasi, perencanaan partisipatif, pelaksanaggiatan, monitoring,
pengelolaan pengaduan masyarakat, evaluasi, patapor

A

M etode Penelitian
Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudikduk membatasi
studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebnotrakmpermudah penelitian
dalam pengambilan dan pengolahan data yang kemudianjadi sebuah
kesimpulan.
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskarbetéitik tolak
pada referensi di atas, maka fokus penelitian y@ergliti tetapkan meliputi 3
bidang program yang berjalan yakni:
1. Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa KotagBanllir
yang meliputi 3 kegiatan yakni:
a. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
b. Pembangunan jalan jembatan usaha tani
c. Pembuatan saluran irigasi
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari Impig¢ase Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandirie®aah di
Desa Kota Bangun llir.

Hasl| Penelitian & Pembahasan
I mplementass PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir

Tahapan dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaabedia Kota
Bangun llir terdiri dari lima tahapan yakni sebalgerikut:
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A. Tahap Penggalian Gagasan di Tingkat Dusun

Tahap penggalian gagasan di tingkat dusun adafetpaa pertama yang
dilakukan dalam proses implementasi PNPM MandideBaan di Desa Kota
Bangun llir. Dalam tahapan ini diselenggarakan rausyah penggalian gagasan
masyarakat di tingkat dusun dengan tujuan untukyarémg aspirasi masyarakat
terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) sekaligus metakusosialisasi PNPM
Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk memberi pamah kepada perangkat
pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislpérguruan tinggi, organisasi
dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat peagus&dia massa serta
masyarakat umum lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaark satwn 2011-
2012 di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kagara Provinsi
Kalimantan Timur, telah dilaksanakan pertemuan/mwsyah penggalian
gagasan di Desa Kota Bangun llir oleh para pel2kBN® Mandiri Pedesaan dan
aparat pemerintahan desa serta LPM bersama maayadakingkat dusun yakni
Dusun I, Dusun Il dan Dusun Ill yang dihadiri olehkil-wakil dari masyarakat
desa serta unsur lain yang terkait dengan pela@saRBIPM Mandiri Pedesaan.
Selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 1
Pelaksanaan Pertemuan/Musyawarah Penggalian GagjaGagkat Dusun

No. Berita Acara Materi atau Topik

1. Pertemuan Dusun | KBI a. Memperkenalkan PNPM Mandiri Pedesaan kepafda
Hari/Tanggal : Senin/7 Mei 2012 kelompok laki-laki, perempuan atau campuran.
Jam : 19.30 s/d 22.30 Wita b. Melakukan pendataan dan memperbaharui data
Tempat : Rumah Kepala Dusun | RTM.

2. Pertemuan Dusun Il KBI c. Melakukan penyusunan peta sosial.
Hari/Tanggal : Kamis/10 Mei 2012 d. Menggali gagasan kegiatan untuk diusulkan dalam
Jam : 19.30 s/d 22.00 Wita musyawarah khusus perempuan dan musyawaran
Tempat : Rumah Kepala Dusun I desa perencanaan.

3. Pertemuan Dusun Ill KBI e. Menentukan utusan kelompok/dusun ke
Hari/Tanggal : Senin/14 Mei 2012 musyawarah khusus perempuan dan musyawaran
Jam : 19.30 s/d 22.30 Wita desa perencanaan.
Tempat : Rumah Kepala Dusun IlI

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun llir 2012

Beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusalmir aftari
pertemuan/musyawarah, untuk masing-masing keputusakhir  dari
pertemuan/musyawarah di Dusun I, Il dan Ill Desaak®angun llir dapat dilihat
pada penjelasan berikut ini:

1. Hasil akhir penetapan penggalian gagasan pada

pertemuan/musyawarah Dusun | Desa Kota Bangudidiitaranya:

a. Pelatihan pembudidayaan jamur tiram

b. Pelatihan pembudidayaan dan pembuatan pakan ikim gbean
pakan ikan lele sangkuriang.

2. Hasil akhir penetapan penggalian gagasan pada

pertemuan/musyawarah Dusun Il Desa Kota Bangudidintaranya:
a. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
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b. Pelatihan perbengkelan
c. Pembuatan saluran irigasi
3. Hasil akhir penetapan penggalian gagasan pada
pertemuan/musyawarah Dusun Il Desa Kota Bangudildintaranya:
a. Pembangunan jalan/jembatan usaha tani
b. Pembuatan saluran irigasi/pengairan sawah
c. Pelatihan pembudidayaan jamur tiram
d. Pelatihan perbengkelan las dan bubut
B. Tahap Pembuatan Proposal Pengajuan Program
Tahap pembuatan proposal pengajuan program ad#iap kedua yang
dilakukan dalam proses implementasi PNPM MandideBaan di Desa Kota
Bangun llir oleh para pelaku PNPM Mandiri PedesdiaDesa Kota Bangun llir
sendiri. Dalam tahapan irbertujuan untuk memberikan ruang seluas-luasnya
kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun ppuoam terutama RTM untuk
terlibat secara aktif dalam identifikasi kebutuhdan pengambilan keputusan
perencanaan pembangunan
Sebagai langkah lanjutan dari pertemuan/musyawseaggalian gagasan
ditingkat Dusun 1, Il dan Il Desa Kota Bangun ljang telah dijelaskan pada
tahapan sebelumnya, maka selanjutnya usulan-usydag telah ditetapkan
tersebut akan disepakati lagi dalam Musyawarah Delsasus Perempuan
(MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) yaelethggarakan oleh
para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan aparat petaiesin desa serta LPM,
yang juga dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakkgsa, serta unsur lain yang
terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesadnk kemudian dijadikan
sebagai usulan prioritas Desa Kota Bangun llir.aDaltabel berikut ini akan
dijelaskan mengenai berita acara kedua musyawarséiut:

Tabel 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MzKR)lusyawarah Desa Perencanaan (MDP)

No. Berita Acara Materi atau Topik

1. MDKP a. Menentukan usulan kegiatan yang
Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2012 merupakan aspirasi perempuan meliputi:
Jam : 09.30 s/d 12.30 Wita kegiatan pembangunan prasarana, kegiatg
Tempat : Kantor LPM KBI peningkatan kapasitas kelompok usaha
ekonomi produktif, kegiatan bidang
kesehatan, kegiatan bidang pendidikan.

b. Menentukan usulan kegiatan simpan pinjam
bagi kelompok simpan pinjam perempuan
yang masih berjalan aktif dan berusia
minimal 1 tahun.

c. Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam
MAD Prioritas Usulan.

d. Memilih wakil perempuan yang akan terliba
dalam penulisan usulan.

S5

(=3

2. MDP a. Mengesahkan usulan-usulan kegiatan hasil

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2012 Musyawarah Khusus Perempuan dan

Jam : 09.30 s/d 12.30 Wita menetapkan usulan-usulan kegiatan yang

Tempat : Kantor LPM KBI akan diajukan desa ke MAD Prioritas
Usulan.

b. Menetapkan enam wakil desa ke MAD
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Prioritas Usulan dan MAD Penetapan
Usulan.

c. Menetapkan TPU.

d. Menetapkan calon pengamat proses MAD|

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun 104,22

Berdasarkan kedua hasil musyawarah yang telalaskjeh tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2011-2012, Zagaogram dari PNPM
Mandiri Pedesaan yang dijalankan untuk Desa KotangBa llir, yaitu
pembangunan jalan jembatan usaha tani, pembangsalaman irigasi dan
kelompok SPP. Maka selanjutnya akan dibuat propesdln kegiatan yang telah
disepakati dan disahkan menjadi ketetapan usulsa de

Dalam proposal usulan kegiatan tersebut, dijelaskangenai identifikasi
permasalahan dan apa tujuan yang ingin dicapaikiBeadalah tabel penjelasan
mengenai proposal usulan masing-masing kegiatan:

Tabel 3
Proposal Usulan Program Jalan Jembatan Usaha iTaasd Kota Bangun llir
No. Daftar Uraian
1. Latar belakang masalah Sebelum masa penanaman sdepai masa paneq,

masyarakat miskin kesulitan melakukan kegiatan ygang
disebabkan sulitnya jalan menuju sawah. Sehinggadte
keterlambatan penanaman yang berakibat kurangrsiédeu
masa panen dan disaat panen petani kesulitan Untuk
membawa hasil panen.

Dengan adanya pembangunan jalan jembatan usahmitani
diharapkan akan memudahkan masyarakat miskin uptuk

2. Tujuan melakukan pengolahan sawah, penanaman dan membawa
hasil panen.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukantuaan
dari pihak yang terkait diantaranya PNPM-MP, desa d

3. Pendukung swadaya masyarakat serta pihak lain untuk membdartu

membangun jalan jembatan usaha tani, dan dalamegfos
perencanaan semua masyarakat ikut dilibatkan, hitajgap
menentukan usulan dan pelaksanaan kegiatan.

Sumber: PNPM Mandiri di Desa Kota Bangun llir, 2012
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Tabel 4
Proposal Usulan Program Perbaikan Saluran Irigd3esa Kota Bangun llir

No. Daftar Uraian

Saluran irigasi/drainase mampat, tidak ada alinalaagsung
menuju sungai Mahakam, sehingga apabila musim hujan
1. Latar belakang masalah lokasi ini akan tergenang banjir, yang mana mempait
petani kesulitan untuk bercocok tanam dan masyaraka
kesulitan menyalurkan air ke Mahakam.

Perbaikan saluran irigasi sepanjang 750 meter yaeuju
sungai, yang mana diharapkan membantu masyarakat| ag
dapat bercocok tanam dengan maksimal. Karena dengan
terkuranginya atau hilangnya banijir di permukiman thhan
pertanian warga, maka dengan sendirinya kelangsudga
2. Pemecahan Masalah pemanfaatan saluran drainasef/irigasi tersebut akan
digunakan. Sehingga, masyarakat khususnya yangdada
Desa Kota Bangun llir dapat mengalirkan air yang
mengenang disemua petak persawahan dan memberagiqti
kepada petani agar dapat meningkatkan produksi yzaudj
lebih baik dan bermutu tinggi.

Sumber : PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun llir,12201

Tabel 5
Proposal Usulan Program SPP di Desa Kota Bangun lli

No. Daftar Uraian

Tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengelparal
ibu rumah tangga, maka dianggap perlu adanya sSuatu
kelompok simpan pinjam khusus bagi perempuan, hial i
mengingat posisi seorang ibu rumah tangga yang ateng
dan mengelola keuangan rumah tangga, dimana térdapa
anak-anak sebagai generasi penerus.

1. Latar belakang masalah

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtesaase
2. Tujuan dengan program Bupati Kutai Kartanegara yakni Garak
Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Membantu masyarakat untuk mendapatkan pinjaman bang
khususnya bagi para peminjam, dan ikut berperaa dafam
bidang simpan pinjam perempuan misalnya sumbaran sar
dalam penentuan/musyawarah ini dan dapat berpé&tdrdia
dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat Kutai
Kartanegara yang mandiri dan sejahtera.

3. Manfaat

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun 104,12
C. Tahap Pembuatan Dokumen Perencanaan Program

Tahap pembuatan dokumen perencanaan program marufzdiap ketiga
yang dilakukan oleh para pelaku PNPM Mandiri Pedesalan aparat
pemerintahan desa serta LPM bersama masyarakatn dabses implementasi
PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun llir. ap@m ini merupakan
tahapan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Setaladp tpembuatan proposal
usulan kegiatan telah selesai, maka selanjutnydatadeembuatan dokumen
perencanaan program. Yang mana dalam dokumen temdgdlaskan mengenai
bagaimana proses pelaksanaan masing-masing usgatda.

1) Pelaksanaan Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani

Pada tahap ini, dibuatlah gambaran mengenai raanastguktur jembatan
yang akan dibangun yang dibuat oleh fasilitatomilekKecamatan. Kemudian
selanjutnya, dibuatlah rekapitulasi anggaran biapauk proses pelaksanaan
pembangunan jalan jembatan usaha tani tersebut.
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Untuk kegiatan jalan usaha tani (konstruksi kayo)uDesa Kota Bangun
llir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartaaragnaka dilaksanakanlah
prosedur pelelangan. Kemudian, setelah diselenggaraacara penentuan
pemenang yang akan memasok bahan/material kaymaelianti yang diperlukan
bagi kegiatan pembangunan jalan usaha tani (kdsstkayu ulin) di Desa Kota
Bangun llir.

Selanjutnya, adalah dikeluarkannya Surat Perjarifiamberian Bantuan
(SPPB) Nomor : 028/PNPM-MP/SPPB/Kec. Ktb/IX/201d@gal 21 September
2012 dimana Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPKPRNMP Kecamatan Kota
Bangun bertindak atas nama forum menyetujui pembaydana bantuan PNPM
Mandiri Pedesaan kepada Ketua Tim Pengelola Kegi§i®@K) Desa Kota
Bangun llir sebesar Rp 254.724.100,- (Dua ratua jpmuh empat juta tujuh ratus
dua puluh empat ribu seratus rupiah). Bantuanhetdgersifat bantuan lepas.

Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompokamsdst sesuai
dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalasydfvarah Antar Desa. Atas
penyerahan dana tersebut harus dibuat berita @eaedn terima/tanda terima.
Ketua TPK juga wajib menyebarluaskan SPPB terselmgfalui papan
pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum dade

Dengan telah dilaksanakannya proses aliran dasabtar, maka kegiatan
pembangunan jalan jembatan usaha tani sudah Baesahakan. Untuk lokasi
pembangunan jembatan yang dilaksanakan, telahtdsbuat pernyataan bersama
yang disahkan oleh pihak-pihak terkait, mengenanyaaan tulus ikhlas dari
warga yang bersangkutan untuk menghibahkan sebidaady milik mereka dan
selanjutnya akan digunakan sebagai lokasi pembangjgmbatan usaha tani,
sehingga dengan adanya surat pernyataan tersekatgugurlah hak warga yang
bersangkutan untuk tanah tersebut, dan menjadi Fexkerintah Desa Kota
Bangun llir guna kepentingan masyarakat bersama.

2) Pelaksanaan Perbaikan Saluran Irigas

Pada tahap ini, dibuatlah rekapitulasi rencana amggdan biaya untuk
jenis kegiatan prasarana normalisasi saluran asaimleh para pelaku PNPM
Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun llir. Dalamcama tersebut telah
diperhitungkan berapa total estimasi biaya yangtditkan untuk kegiatan teknis
dan operasional selama pelaksanaan kegiatan bsulagpngmulai dari persiapan
bahan dan peralatan, biaya upah pekerja dan opesh&egiatan.

Kemudian setelah proses tersebut telah selesag dik&luarkanlah Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 04/PNPM
MP/SPPB/Kec.Ktb/IX/2011 Tanggal : 22 September 2@Mimana Ketua Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan KotagBa bertindak atas
nama forum menyetujui pembayaran dana bantuan PINRMdiri Pedesaan
kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kedaagun llir sebesar
Rp53. 221. 200,00 (Lima puluh tiga juta dua ratua guluh satu ribu dua ratus
rupiah). Bantuan ini bersifat bantuan lepas.
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Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompokamsdst sesuai
dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalasydfvarah Antar Desa. Atas
penyerahan dana tersebut harus dibuat berita sesedn terima/tanda terima.
Ketua TPK juga wajib menyebarluaskan SPPB terselmgialui papan
pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum dade

3) Pelaksanaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dalam tahap ini, dibuatlah profil kelompok SPP olefra pelaku
PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun llir.aDalprofil tersebut
dijelaskan mengenai jabatan kepengurusan yangiat#dasn kelompok.

Kemudian, selanjutnya dibuat surat permohonan knghg ditanda
tangani oleh pengurus kelompok/ketua kelompok, datairat permohonan
tersebut disebutkan bahwasanya seluruh anggotangelo Karya Usaha
Bersama mengajukan permohonan kredit sebesar RPGB000,- (lima puluh
juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan tambahan modaha 10 orang
anggota. Untuk sejumlah kredit tersebut akan diladikdn dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan dengan sistem angswiamdn (pokok beserta
bunganya), dan yang dijadikan sebagai bahan petigdn, dilampirkan pula
dalam surat permohonan tersebut yakni daftar aaggelompok calon
pemanfaat kredit, fotocopy KTP dari 10 orang angggang mengajukan
kredit, pernyataan kesediaan tanggung renteng s@duruh anggota, berita
acara kesanggupan menabung anggota ke kelompalgn@rmpengembalian
kredit anggota, rencana pengembalian kredit keld&nksoUPK, dan terakhir
rencana kegiatan kelompok. Berikut adalah daftggata kelompok simpan
pinjam Karya Usaha Bersama Desa Kota Bangun llir:

Tabel 6
Daftar Anggota Kelompok SPP Karya Usaha Bersama

No. Nama Alamat Umur | Pekerjaan
1. Novia Handayani JI. Awang Long RT.09 33 tahuf erdAgangan
2. Nurul Huda JI. Awang Long RT.11 33 tahun Perdgga
3. Hartati JI. Awang Long RT.10 32 tahun Guru
4. Neni Triana JI. Awang Long RT.3 32 tahun Perdaga
5. Dennis .S JI. Awang Long RT.11 23 tahun Perdggan
6. Desy Astuti Hasbullah Hasyari 35 tahun| Perdggan
7. Yunita Hasbullah Hasyari 33 tahun Penjahit
8. Eni Kusrini JI. Awang Long RT.11 37 tahun Kerarkan
9. Padmasari .D JI. Awang Long RT.12 30 tahu Bidan
10. Nurhayati Hasbullah Hasyari 36 tahun Pengolah

kerupuk

Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun 104,12

Dan setelah wusulan tersebut disetujui, maka dikiedudah Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 04/PNPM-
MP/SPPB/Kec.Ktb/1X/2011 Tanggal : 22 September 2@imana Ketua Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Kecamatan Kotagsa bertindak atas
nama forum menyetujui pembayaran dana bantuan &elgatlia Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) Desa Kota Bangun llir sebesar R»33.000,- (Tiga puluh satu
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juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ratus ribuiahp. Sifat bantuan adalah
bantuan pinjaman dan jasa pinjaman sebesar 15%.

Ketua TPK akan menyerahkan dana kepada kelompskarakat sesuai
dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalasydfvarah Antar Desa. Atas
penyerahan dana tersebut harus dibuat berita seeah terima/tanda terima.

D. Tahap Pembentukan Tim Pemelihara

1) Program Jalan Jembatan Usaha Tani

Adapun proses pembentukan tim pengelola pemeéihapada kegiatan
sarana dan prasarana jalan/jembatan usaha tanialdigsncalonan dari
masyarakat di desa kemudian diadakan pemilihan atergara muyawarah
mufakat. Selanjutnya dibuatlah mekanisme pelaksepameliharaan kegiatan.
Pengawasan menganut sistem pengawasan melekapeatgawasan mandiri
dalam pengertian tanggung jawab pengawasan adaBRidalLPM dan seluruh
masyarakat Desa Kota Bangun llir, kemudian secar&gik yaitu minimal 3
bulan sekali perlu dibuat laporan tertulis.

2) Program Perbaikan Saluran Irigas

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pras@enaikan saluran
irigasi dibutuhkan dana atau biaya yang besarnga aérgantung pada kondisi
yang ada. Disepakati dan disetujui bersama bahwautllean dana guna
menunjang kegiatan pemeliharaan akan diadakan rseaih Desa atau
masyarakat. Rencana kerja yang telah disepakatilidatujui bersama yaitu:

a.Pemantauan: meliputi pemantauan prasarana, kopdisiarana dan

tingkat kerusakan prasarana, dan lain-lain.

b.Penanggungjawab dan pelaksana: tim pemelihara.

c.Frekuensi pemantauan: 3 bulan. Kegiatan bersifadgik: 6 bulan.

d.Kegiatan darurat: sewaktu-waktu.

3) Program Kelompok SPP

Dalam rencana pemeliharaan terhadap keberlarefampok SPP, akan
selalu dibahas dan dimusyawarahkan kembali di kéanudari secara periodik.
Dan evaluasi disepakati untuk diadakan tiga buékals Hal tersebut merupakan
perwujudan dan kesanggupan dari TPK dan masyamakatk melaksanakan
kegiatan pemeliharaan hingga batas waktu tempa pkhgembalian (1 tahun).

E. Tahap Pembuatan Laporan Akhir

Tahap pembuatan laporan akhir merupakan tahapam tgaskhir dalam
proses implementasi PNPM — MP di Desa Kota BandgjunDalam tahap ini,
pelaporan kegiatan PNPM MP dilaksanakan secaraaleerian berjenjang
melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dalur fungsional (konsultan
dan fasilitator).

Untuk program pembangunan jalan jembatan usaha bemdasarkan
penelitian yang dilakukan dokumen yang ada adatapgsal mengenai usulan
kegiatan, dokumen perencanaan jenis usulan kegiatan surat perjanjian
kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) DesdakBangun Ilir dengan
pihak yang mengadakan bahan/material pengerjaaguban. Untuk laporan
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akhir pelaksanaan kegiatan, saat ini masih dal&aptpenyelesaian pembuatan
dan belum dibukukan.

Untuk program normalisasi saluran drainase, berkasgenelitian yang
dilakukan dokumen yang ada telah lengkap, dianyarasokumen proposal
usulan kegiatan, dokumen perencanaan jenis us@giatkn dan laporan akhir
jenis kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dana.

Kemudian untuk program kelompok simpan pinjam SRPy& Usaha
Bersama, berdasarkan penelitian yang dilakukanurdek yang ada juga telah
lengkap, diantaranya dokumen proposal usulan kegiatokumen perencanaan
jenis usulan kegiatan dan dokumen laporan akhaigsahaan jenis kegiatan SPP.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mienaeberapa kesimpulan

sesuai dengan fokus penelitian.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPMyiMaredesaan yang
telah dilaksanakan di Desa Kota Bangun llir terdari tahapan musyawarah
penggalian gagasan ditingkat dusun. Kedua, tahapbp&tan proposal
pengajuan program. Ketiga, tahap pelaksanaan kegiatkeempat,
pembentukan tim pemeliharaan kegiatan. Dan kelidibyatlah dokumen
laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan prokggiatan.

2. Pelaksanaan PNPM MP pada program kegiatan sarangrdaarana yakni
pembangunan jalan jembatan usaha tani dan norsiabséuran drainase,
manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, kareraudahkan jalan
menuju ke sawah sehingga diharapkan dapat memlotivasi kepada petani
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tasmanya. Dan membantu
kelancaran saluran pengairan persawahan, agari lodak lagi tergenang
pada saat banjir.

3. Pelaksanaan PNPM MP pada program penambahan pdamdsiaP, terdiri
dari satu kelompok SPP Karya Usaha Bersama. Mapfagram ini sangat
dirasakan terutama oleh para peminjam, karena rpatiden pinjaman dengan
jumlah bunga yang tidak terlalu besar, sehinggaatdapgunakan untuk
mengembangkan usaha.

4. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukpaneliti menemukan
beberapa hal yang menjadi faktor pendukung daaksahaan kegiatan PNPM
MP di Desa Kota Bangun llir selama ini diantararglah masyarakat sendiri
yang bertindak sebagai pelaku utama pembangunartudain berpartisipasi
dalam setiap tahapan dalam implementasi PNPM MHRKadioyang akan
dijadikan sebagai tempat realisasi kegiatan jugajaxe faktor yang sangat
penting. Tahap proses sosialisasi juga menjadiyaayj sangat berpengaruh
terhadap pemahaman masyarakat tentang PNPM MRj@alam, peningkatan
kapasitas dari para pelaku PNPM MP di Desa KotagBanlir juga sangat
membantu bagi peningkatan kinerja bagi pelaksaR&#M MP.

443



Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir (Ayu Fitriana)

5. Sementara untuk faktor penghambat dari pelaksakegiatan PNPM MP di
Desa Kota Bangun llir selama ini diantaranya iglehgadaan bahan/material
untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana, kanetelui beberapa
tahapan yang salah satunya ialah melalui prosasdedlimana dikhawatirkan
terjadinya force majeure atau suatu kejadian akibat bencana alam yang
menghambat/merusakkan pekerjaan yang dilakukanddéeakelompok SPP
yang belum terlihat ada upaya signifikan untuk Hebiengembangkan dan
memberdayakan kelompok kearah yang bersifat iffisidan inovatif.
Kemudian penentuan usulan prioritas diantara banymkumlah usulan dari
masyarakat dapat, karena harus memperhatikan hgmak program mana
yang didahulukan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengenarkadaran-saran sebagai

berikut ini :

1. Pelaksanaan kegiatan PNPM MP Desa Kota Bangunsdiraiknya lebih
menekankan pada program-program yang dapat menkagk&eterampilan
dan produktivitas masyarakat terutama RTM, dan rnarog tidak hanya
berhenti sampai pada tahap pelaksanaan sampaisa#fhirtetapi bagaimana
keberlanjutan setelah itu, agar program tidak sakbdang dan timbul, tetapi
juga benar-benar bermanfaat dan dilanjutkan kegaaly lebih berkembang
lagi.

2. Untuk memberikan motivasi dalam hal kinerja keanggo dan kepengurusan
PNPM MP sebaiknya dibuat suatu penilaian atas jermaasing-masing kader
dan pelaku PNPM PM selama menjalankan peran memnek&i dimaksudkan
agar dengan diberikan penghargaan sebagai kataikepelaku PNPM MP
terbaik, atau warga masyarakat dengan partisipdsaik dalam suatu periode
tertentu, dapat memberikan motivasi dan semandpt leagi seluruh pihak
untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja mereka.

3. Untuk keanggotaan dan kepengurusan kelompok siipipgaam SPP, terutama
bagi pihak peminjam agar kedepan tidak hanya tashadda kegiatan simpan
dan meminjam uang saja, tetapi lebih dari itu, yalapat dipergunakan untuk
memberdayakan kelompok dalam menggali potensi daggapa yang
dimiliki desa mereka dan apa yang bisa dikembangkan

4. Agar dalam proses pengadaan bahan/material dalathgmgunan sarana dan
prasarana yang dilakukan melalui proses lelanglagerjdengan lancar, maka
diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa safirepingkatkan pengawasan
dan saling membantu, untuk meminimalisir kemungkiterjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan.

5. Untuk Desa Kota Bangun llir secara keseluruhan Dbgilkak aparatur
pemerintahan desa maupun dari masyarakat agar oegmapertahankan hal-
hal baik yang sudah dilaksanakan selama kegiatdaMPNIP ini, dan terus
meningkatkannya lagi kearah yang lebih baik danhldierkembang demi
terwujudnya pembangunan desa yang maju.

444



e-Journal IlImu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2013: 430-445

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006.Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit
Alfabeta.

Nugroho, lwan dan Rokhmin Dahuri. 200embangunan Wilayah (Perspektif
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). Jakarta: Penerbit LP3ES.

Usman, Sunyoto. 2006.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Widjaja, HAW. 2005.0tonomi Desa (merupakan otonomi yang adi, bulat dan
utuh). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Winarno, Budi. 2008Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress
(Anggota IKAPI).

445



